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ABSTRAK 

Niken Neldila (2023): “ Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga di Toko Papan 

Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan 

Tualang Ditinjau dari Fiqih Muamalah” 

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemilik toko papan bunga dengan 

penyewa papan bunga terdapat transaksi sewa-menyewa yang menyalahi 

ketentuan syari‟at Islam dimana pihak pihak penyewa mengganti papan bunga 

yang rusak tanpa kesengajaan. 

Rumusan Masalah yang diteliti adalah bagaimana praktek sistem sewa 

menyewa papan bunga di Toko Papan Bunga Bunga A.H.A Florist di Perawang 

Barat Kecamatan Tualang dan Bagaimanakah pertanggung jawaban penyewa atas 

papan bunga yang disewakan di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang 

Barat Kecamatan Tualang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik 

sewa menyewa papan bunga serta pertanggung jawaban penyewa atas papan 

bunga yang disewakan 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) yang 

dilakukan di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan 

Tualang dengan jumlah informan sebanyak 6 orang yang terdiri dari 1 pemilik 

papan bunga dan 5 penyewa papan bunga. Sumber data dalam penelitian ini 

menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung dari 

lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka dan 

dokumentasi.. 

 Sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana disebabkan 

bukan kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa karena terdapat transaksi sistem 

sewa-menyewa papan bunga yang menyalahi ketentuan syari‟at Islam. Maka hal 

tersebut tidak sesuai dengan konsep Fiqih Muamalah yang sebenarnya yaiu rukun 

Ijarah yang tidak mendatangkan manfaat, sehingga antara keduanya merasa 

bahwa mereka dirugikan atau akan mendatangkan perselisihan di kemudian hari. 

 

Kata Kunci: Ijarah, Akad, Papan Bunga 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah telah menurunkan Al-Qur‟an kepada Nabi Muhammad SAW, 

dimana yang berisi tentang ibadah juga berisi tentang aturan-aturan 

bermuamalah (interaksi sesama manusia). Termasuk dalam hal ini yaitu 

Ijarah atau bahasa kesehariannya adalah sewa menyewa. Ijarah atau sewa 

menyewa sudah sering menjadi topik di kajian fiqih, di situ juga sudah 

lengkap syarat, rukun dan teknis praktik Ijarah lainnya. 
1
 Dalam hal Ijarah 

(sewa menyewa), Al-Quran sudah menyinggungnya namun dalam model 

yang sangat umum, tidak sampai pada tatanan teknis sepereti dalam kitab-

kitab fiqih dalam surah Al-Baqarah (2): 2 sebagai berikut: 

 َٔ انَُّصَبرَٖ  َٔ ٍَ َْبدُٔا  انَّذِي َٔ ٍَ آيَُُٕا  ٌَّ انَّذِي مَ صَبنِذًبإِ ًِ عَ َٔ وِ الْْخِزِ  ْٕ انْيَ َٔ  ِ ٍَ بِبللََّّ ٍْ آيَ ٍَ يَ ببِئِي  انصَّ

(62)  ٌَ لََ ْىُْ يذَْشََُٕ َٔ ِٓىْ  فٌ عَهَيْ ْٕ لََ خَ َٔ ِٓىْ  ُْدَ رَبِّ   فهََٓىُْ أجَْزُْىُْ عِ

 “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-

orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka 

yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal 

saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada 

kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” 

 

Muamalah jika dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan 

kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berarti saling bertindak, 

saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian 

muamalah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengertian muamalah 

                                                             
1
  Wikipedia, Hukum Islam di Indonesia, artikel dari 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia Diakses pada 26 Mei 2022. 
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dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas 

yaitu “menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah 

ukhrawy”. Sedangkan pengertian fiqih muamalah dalam arti sempit adalah 

aturan aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia 

dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan 

mengembangkan harta benda.
2
 

Oleh itu Islam dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi tanpa 

harus ada “konflik” dengan keadaan di mana ia berada Islam akan berhadapan 

dengan masyarakat pada masa apa pun termasuk masyarakat modern, 

sebagaimana ia telah berhadapan dengan masyarakat yang bersahaja 

sebelumnya. Ketika Islam berhadapan dengan masyarakat modern, ia dituntut 

untuk dapat menghadapinya dengan penuh kearifan.
3
  

Sewa-menyewa sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung 

unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Tidak ada 

alternatif lain bagi manusia normal, kecuali menyesuaikan diri dengan 

peraturan Allah SWT (sunnatullah) tersebut dan bagi siapa yang 

menentangnya dengan jalan mengecilkan diri, niscaya akan terkena sanksi 

berupa kemunduran, penderitaan, kemelaratan dan malapetaka. Diterangkan 

di dalam Al-Qur‟an Surah Ali-Imran (3): 112, yakni:  

ٍَ يَب ثقِفىُا إِ  ٍَّ اسِ  و ببءُ  و ضُسبجْ عَهيَهِىُ ِّ انر لَّ ةُ أيَ لاَّ  بذَبْمٍ  وِ َّ  ٌ آن

ٍَ ا ٍَ االلهِ بقضََبٍ  ِّ ي ٍَّ اسِ و ببءو بقضََبٍ  يِ ٍَ  ان وَ ضُسبجْ عَهيَهِ اللهِ وَ دَبْمٍ ِّ ي

                                                             
2
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3. 

3
 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 24. 
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ٌَ بئب يجِ ا سْكَُتُ ذنكَ  بؤَ َـَّ هُىْ كَب َىْاْ يكْفُ زُوْ ًَ ٌَ  الأَ َبِيآءَ اللهِ  وُ انْ وَ يـَفْخـُهىْ

ٌَ .   بقيَسِ  حَ ِّ ق   ب عَصَى اَّ و كَبَـُ وْ يـَعْخدُوْ ًَ  ذَنكَ ب

 “Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali  jika 

mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) 

dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah 

dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena meraka 

kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan 

yang benar, yang demikian itu mereka disebabkan mereka durhaka 

dan melampaui batas” (Ali-Imran:112)
4
  

  

Salah satu bentuk akad muamalah yang sering dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari adalah akad ijārah (sewa-menyewa). Sewa menyewa 

merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang 

lain dengan menggunakan ketentuan syariat Islam. Transaksi ijārah dilandasi 

dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan 

kepemilikan (hak milik). 
5
 Melalui perjanjian pihak penyewa dapat 

menikmati manfaat barang yang ia sewa, sedangkan pihak yang menyewakan 

berhak atas imbalan atau uang sewa. 
6
 Dan jangka waktu yang ditentukan 

dalam sewa-menyewa tersebut biasanya disebutkan di dalam akad (ijab dan 

qabul) yang terkandung di dalam rukun dan syarat sewamenyewa (ijārah).  

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa ini harus ada suatu akad atau 

perjanjian, yakni antara orang yang menyewa dan yang menyewakan. Akad 

ialah hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang 

menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad 

ini diwujudkan pertama dalam ijab dan qabul. Kedua, sesuai dengan 

                                                             
4
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: PT Syigma 

Examedia Arkanleema, 2010), h. 102. 
5 Adiwarna Karim, Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), h. 137. 
6
 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia (Yogyakarta: 

Citra Media, 2006), h. 51. 
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kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan. Dalam 

pelaksanaan suatu akad atau perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa 

yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam 

perjanjian tersebut, karena jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan 

yang telah dibuat dalam akad maka sewa-menyewa tersebut bisa berakhir. 

Sewa-menyewa (ijarah) sebagaimana perjanjian lainnya merupakan 

perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan) yang itu mempunyai 

kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Jadi, apabila 

terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat, 

oleh salah satu pihak dalam akad tersebut maka sewa menyewa tersebut bisa 

berakhir dan bisa saja sampai ke ranah hukum. 
7
 Akad dikatakan sah apabila 

memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun akad dalam ijarah yaitu 

sebagai berikut: al- aqidāni (para pihak), maa‟qud „aqd (objek akad), 

maudhu‟ al-„aqd (tujuan dalam berakad) dan shighah „aqd (pernyataan 

kalimat akad).
8
 

Papan bunga di era yang semakin maju seperti saat ini, lagi trend nya 

dikalangan masyarakat umum yang sudah lebih banyak peminatnya dan 

berbagai macam bentuknya dan lebih praktis, apalagi anak muda zaman 

sekarang banyak yang memesan papan bunga untuk sidang dan juga wisuda. 

Bisnis sewa-menyewa papan bunga ini tidak mengenal ruang dan waktu dapat 

dilakukan dimana saja bahkan selama 24 jam tanpa henti. Oleh karena itu 

                                                             
7 Ibid., h. 55. 
8
 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. (Damaskus: Dar al-Fikr, 

1998), h. 92. 
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bisnis dari  sewa-menyewa papan bunga ini seperti tidak ada matinya untuk  

kemudahan didalamnya. Salah satu alternatif dalam suatu perayaan acara baik 

itu pesta pernikahan, aqiqahan dan acara besar lainnya yang tidak terlepas 

dari hiasan untuk acara tersebut adalah sewa-menyewa papan bunga. Dimana 

sistem sewa-menyewa ini  terdiri dari pemilik barang sewaan dan penyewa.  

Adapun kasus yang terjadi yaitu pada pemilik toko bunga A.H.A 

Florist dengan penyewa yang ingin menyewa papan bunga untuk acara 

pernikahan, dimana pihak penyewa mengganti papan bunga yang rusak tanpa 

kesengajaan. Penulis telah melakukan wawancara pra-penelitian dengan 

pemilik toko bunga A.H.A Florist yang bernama Hendri Wijaya dan penyewa 

yang bernama Atikah ingin menyewa papan bunga  untuk acara pernikahan 

selama satu hari satu malam. Ia pergi ke salah satu toko papan bunga dan 

melihat jenis papan bunga apa saja yang ingin disewa, setelah dilakukannya 

transaksi antara si pemilik barang/toko papan bunga dengan si penyewa maka 

penyewa bisa memanfaatkan papan bunga tersebut. Akan tetapi tidak ada 

perjanjian yang tertera apabila terjadi kerusakan selama penyewa 

memanfaatkan barang sewaan tersebut.
9
 

Kemudian papan bunga tersebut datang sebelum diadakannya acara 

pesta tersebut, selama acara pesta atau perayaan berlangsung mata tidak 

mungkin terfokus kepada papan bunga tersebut, pihak penyewa sudah 

berusaha menjaga papan bunga itu selama masa yang di sewa. Akan tetapi, 

terjadi suatu hal  yaitu rusaknya barang sewaan (papan bunga) itu  tanpa 

                                                             
9
 Atikah, Pemilik Toko Papan Bunga A.H.A Florist, Wawancara, Perawang, 24 Februari 

2023 
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kesengajaan karena dicopot oleh anak-anak yang jahil atau datang angin yang 

membuatnya tumbang pada saat penyewa memanfaatkan barang sewaannya. 

Rusaknya beberapa dari papan bunga, yaitu bunga bunganya copot dan 

rusak.
10

 

Seharusnya dalam sistem transaksi sewa-menyewa dibuatlah suatu 

perjanjian, karena salah satu rukun ijarah ialah manfaat yaitu dikeatahu 

sifatnya untuk menghindari perselisihan. Namun realita yang terjadi pihak 

yang menyewakan atau pemilik toko papan bunga hanya bilang pakai saja 

bunga yang kamu sewa tidak bilang atau mengatakan jika papan bunga itu 

rusak. Pihak pemilik toko papan bunga bunga marah kepada pihak penyewa 

sehingga mengakibatkan pihak penyewa yang mengganti rugi terhadap 

barang sewaan nya yaitu papan bunga.  

Sehingga mengakibatkan komplain dari penyewa kepada pemilik 

barang sewaan karena pemilik toko papan bunga tidak mengatakan apabila 

papan bunga itu rusak, dan penyewa sudah maksimal menjaga papan bunga 

tersebut dengan baik dan hal tersebut terjadi pada toko papan bunga A.H.A 

Florist yang menimbulkan perselisihan. Dan seharusnya yang bertanggung 

jawab atas penggantian barang tersebut adalah pihak yang menyewakan 

bukan penyewa.  

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari „Ubadah bin Shamit, riwayat 

Ahmad dari Ibnu‟Abbas, dan Malik dari Yahya :  

                                                             
10

 Hendri Wijaya, Pemilik Toko Papan Bunga A.H.A Florist, Wawancara, Perawang, 23 

Februari 2023. 
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 لَا ضَرَارَ وَلَا ضِرَارَ  
 “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.”
11

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di paparkan di atas 

maka penulis merasa penting dan perlu melakukan penelitian dengan judul 

“Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Di Toko Papan Bunga A.H.A 

Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang Ditinjau dari Fiqih 

Muamalah”.  

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak 

menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi 

penelitian ini tentang sewa menyewa papan bunga di Toko Papan Bunga 

A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang Ditinjau dari Fiqih 

Muamalah 

 

C. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah praktik sewa menyewa papan bunga di Toko Papan 

Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang jika 

ditinjau dari Fiqih Muamalah ? 

                                                             
11

 Muhyiddin Yahya bin Syaraf  Nawawi, Hadis Arba‟in Nawawiyah, (Indonesia: 

Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 1428-2007), h. 95.  
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2. Bagaimanakah pertanggung jawaban penyewa atas papan bunga yang 

disewakan oleh Toko Bunga A.H.A Florist di Perawang Barat 

Kecamatan Tualang jika ditinjau dari Fiqih Muamalah ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, maka 

secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan ini antara lain: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa papan bunga di Perawang 

Barat. 

b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penyewa atas papan bunga 

yang disewakan oleh Toko Bunga A.H.A Florist di Perawang Barat 

Kecamatan Tualang ditinjau dari Fiqih Muamalah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang praktik sewa menyewa 

papan bunga di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat 

Kecamatan Tualang. 

b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pertanggung jawaban 

penyewa atas papan bunga yang disewakan di Toko Papan Bunga 

A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang. 

c. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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d. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya 

khazanah, intelektual, dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir 

serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi 

mahasiswa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sewa Menyewa (Al-Ijarah) 

1. Pengertian Sewa Menyewa 

Sewa menyewa dan upah dalam bahasa Arab disebut Ijarah. 

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang menurut bahasanya ialah al-

„iwadh yang arti dalam bahasa Indonsianya ialah ganti dan upah.
12

 

Sementara etimologi, Ijarah bermakna menjual manfaat. Dalam arti 

luas, Ijarah adalah akad atas kemanfaatan suatu barang dalam waktu 

tertentu dengan pengganti sejumlah tertentu yang telah disepakati. 

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu 

tertentu melalui pembayaran sewa.
13

 Ijarah adalah transaksi sewa-

menyewa atas suatu barang dan/atau upah mengupah atas suatu jasa 

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
14

 

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah 

timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam 

hubungan kerja. Upah dalam Islam dikenal dalam istilah Ijarah, secara 

terminologi kata Al-Ijarah berasal dari kata al- ajru‟ yang brarti al-

iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Ijarah 

adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa 

                                                             
12

 Hendi Suhendi, op. cit., h. 114. 
13

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari‟ah, (Jakarta: prenadamedia group, 2013), h. 245. 
14

 Abdul Ghafur Anshari, Reksa Dana Syari‟ah, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 25. 
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dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
15

 

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, Ijarah 

adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau 

jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hukum 

Ijarah adalah mubah atau diperbolehkan.
16

 

2. Dasar Hukum Al-Ijarah 

a. Al-Qur‟an 

Dasar-dasar hukum atau rujukan Ijarah al-Quran, al-

Sunnah dan al-Ijma‟.
17

 Dasar hukum Ijarah dalam al-Qur‟an 

tercantum dalam surah At-Thalaq (65): 6 sebagai berikut: 

 ٍَّ ُْ ٕرَ ُجُ ٍَّ أ ُْٕ ُ آت ىْ فَ كُ َ ٍَ ن عْ ضَ َرْ ٌْ أ ِ إ َ  .....ف

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya”. 

b. Hadits 

Begitu juga dalam hadis dijelaskan tentang akad sewa-

menyewa dalam hadis qudsi, riwayat Muslim serta riwayat Ibnu 

Majah yang berbunyi: 

  Hadits Nabi Muhammad Saw riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar: 

                                                             
15

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Dalam Praktik Ekonomi Syariah. (Bandung PT Al Ma‟rif, 

1987), h. 17. 
16

 Rumah, Pengertian dan Tata Cara Ijarah Dalam Properti, artikel dari 

https://www.rumah.com/pengertian_dan_tata_cara_Ijarah_dalam_properti  Diakses pada 26 Mei 

2022 
17

 Hendi Suhendi, op. cit., h. 116. 

https://www.rumah.com/pengertian_dan_tata_cara_ijarah_dalam_properti
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يُّ  ًِ هَ ٍِ عَطِيَّةَ انسُّ ٍُ سَعِيد بْ ْْبُ بْ َٔ ثََُب  نِيدِ اندِ يَشْقيُِّ قَبلَ: دَدَّ َٕ ٍُ انْ ثََُب انْعَبَّبصُ بْ دَدَّ

زَ، قَبلَ:  ًَ ٍِ عُ ِ بْ ٍْ عَبْدِ اللََّّ ِّ، عَ ٍْ أبَِي ٍِ أسَْهىََ ،عَ ٍُ سَيْدِ بْ ٍِ بْ ًَ دْ ثََُب عَبْدُ انزَّ قَبلَ: دَدَّ

ٌْ يَجِفَّ قَبلَ رَسُٕلُ ال نَّ  سَمّ ِّ صَهَّٗ أعَْطُٕا الَْْجِيزَ أجَْزَُِ، قَبْمَ أَ َٔ  ِّ  : اللَُّ عَهَيْ

 عَزَقُ 

 
Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid 

Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami 

Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah 

menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin 

Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, 

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering 

keringatnya." (HR. Ibnu Majah).
18

 

 

c. Al-Ijma‟ 

Landasan Ijma‟nya ialah semua umat bersepakat, baik ulama 

dam sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda 

pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.
19

 Umat Islam pada masa 

sahabat telah berijma„ bahwa Ijarah dibolehkan sebab bermanfaat 

bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, 

maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal.  

Para Ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan 

Ijma‟ ini. sebagai mana di ungkapkan Sayyid Sabiq: Dan atas 

disyari„atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan 

tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan 

kesepakatan ijma„ para Ulama ini, karena Al-Ijarah merupakan 

akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

                                                             
18

 Al-Hafidh Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, Bab Al-Ijarah, Pustaka Amani, 

Jakarta,1995, h. 188. 
19

 Hendi Suhendi, op. cit., h. 117. 
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pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas 

barang itu sendiri.
20

 

Menurut  Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah 

dan  menangguhkannya sah seperti  juga halnya mempercepat yang 

sebagian lagi  sesuai dengan kesepakatan  kedua  belah  pihak. 

Ulama Hanafiah berpendapat batalnya upah adalah : jika ada bekas 

pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah sesuai berkas pekerjaan 

tersebut, jika tidak ada bekas  atas  pekerjaannya, ajir berhak 

mendapatkan upah  atas pekerjaanya sampai selesai.
21

 Ijarah 

adalah jenis akad lazim, yaiu akad yang tidak membolehkan 

adanya fasakh pada asalah satu pihak, karena Ijarah merupakan 

akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan 

fasakh.  

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai 

berikut: Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan 

binatang tunggangan lalu binatang terebut mati, menyewakan 

rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk 

ditanami lalu airnya berhenti. Hilangnya tujuan yang diinginkan 

dari Ijarah tersebut. Misalnya, seseorang yang menyewa dokter 

                                                             
20

 Sayyid Sabiq, Aplikasi Ijma, Dalam Praktik Ekonomi Syariah. (Bandung PT Al Ma‟rif, 

1987) h. 17. 
21

 Imam  Al-Bukhari, Shahih Bukhari  kitab al-Ijarah, (Bairut : Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, 

h. 4. 
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untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter 

memulai tugasnya.
22

 

 Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang 

diinginkan dari akad Ijarah tersebut. Menurut ulama Syafi„iyah, 

jika ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetep 

memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada ditangannya, 

ia tidak mendapatkan upah.   

3. Rukun Al-Ijarah 

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun ijarah hanya 

satu, yaitu ijab dan kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan 

sewa-menyewa). Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah ada 

empat: 

a. Orang yang berakal.  

b. Sewa/imbalan. 

c. Manfaat.  

d. Sighah (ijab dan kabul).  

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh 

jumhur ulama diatas, bukan rukun tetapi syarat. Sebagai sebuah 

transaksi (akad) umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah 

memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun Syarat akad ijarah ialah  

a. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan 

berakal (Mazhab Syafi‟i dan Hanbali). Dengan demikian, 

                                                             
22

 Nasrul Haroen, Fiqih Muamalat (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), h. 190. 
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apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil 

atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai 

buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarahnya tidak sah.  

 Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, 

bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia 

baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan 

akad ijarah dengan ketentuan, disetujui oleh walinya. 

b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, 

kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila diantara 

keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.  

c. Manfaat yang menjadi obyek ijarah harus diketahui secara jelas, 

sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika 

manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Dalam 

menentukan masalah waktu sewa, ulama Mazhab Syafi‟i 

memberikan syarat yang amat ketat. Menurut mereka, apabila 

seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan 

sewa Rp 1.000,000, sebulan maka akad itu batal karena dalam 

akad yang semacam ini diperlukan pengulangan akad baru 

setiap bulan dengan sewa baru pula. 
23

 

Menurut mereka sewa menyewa dengan cara diatas 

menunjukan tenggang waktu sewa tidak jelas, atau satu tahun 

atau satu bulan. Berbeda halnya, jika rumah itu disewa selama 

                                                             
23 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat). h. 231-235. 
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satu tahun dengan sewa Rp 10.000.000, jadi, rumah itu dapat 

disewakan tahunan atau bulanan. Berbeda dengan jumhur ulama 

mengatakan, bahwa akad sewa semacam ini dianggap sah dan 

bersifat mengikat.  

Adapun bila seseorang menyewakan rumahnya selama satu 

tahun dengan sewa Rp 1.000.000, sebulan, maka menurut 

jumhur ulama, akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan 

untuk bulan selanjutnya, apabila kedua belah pihak saling rela 

membayar sewa dan menerima sebesar Rp 1.000.000, maka 

kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama 

sebagaimana dengan bay‟al –mua‟athah, yaitu jual-beli tanpa 31 

ijab dan kabul, tetapi cukup dengan membayar uang dan 

mengambil barang yang dibeli.
24

 

d. Obyek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara 

langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih 

sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu 

yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh 

penyewa. Umpamanya, rumah atau toko harus siap pakai atau 

tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah mau dia 

melanjutkan akad itu atau tidak. Sekiranya rumah itu atau toko 

itu disewa oleh orang lain, maka setelah habis sewanya, baru 

dapat disewakan kepada orang lain.  

                                                             
24 Ibid., h. 235. 
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e. Obyek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. Oleh 

sebab itu ulama fikih sependapat, bahwa tidak boleh menggaji 

tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh 

(pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk 

tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga 

tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk 

tempat mereka beribadat. 

f. Obyek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti 

rumah, mobil, hewan tunggangan dan lain-lain.  

g. Upah/sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai 

harta. Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara‟. 

4. Syarat Sahnya Al-Ijarah 

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan, yaitu kedua belah 

pihak cakap bertindak dalam hukum, yang mempunyai kemampuan 

dapat membedakan antara baik dan buruk (berakal). Imam Asy-Syafi‟i 

dan Hambali menambahkan satu syarat, yaitu dewasa (baligh). 

Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum 

dewasa menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah 

berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk 

(berakal).
25

 

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus 

terpenuhi syarat-syarat berikut ini: 

                                                             
25

 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 

157. 
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1. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa 

maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat 

unsur pemaksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah. 

2. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan 

maksudnya harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, 

yaitu barang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa 

sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang 

sewa yang di perjanjikan. 

3. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukkannya 

maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat 

dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukkannya 

(kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat 

digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-

menyewa ini dapat dibatalkan.
26

 

4. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan maksudnya, barang yang 

diperjanjikan dalam sewa-menyewa itu harus dapat diserahkan 

sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang 

akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak 

tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, 

sebab jika yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi 

penyewa. 

5. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan 

dalam agama maksudnya, perjanjian sewa menyewa barang yang 

                                                             
26

 Suhrawardi, op. cit., h. 157. 
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kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan 

wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa 

rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual 

minuman keras, tempat perjudian, serta memberikan uang kepada 

tukang ramal.
27

 

5. Sifat Akad Al-Ijarah 

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad al-Ijarah, 

apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama 

Hanafiyah berpendirian bahwa akad al-Ijarah itu bersifat mengikat, 

tetapi boleh dibatalkan secara pihak apabila terdapat uzur dari salah 

satu pihak wakaf atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. 

Hal itu didasarkan pada firman Allah Qur‟an Surah Al-Maidah 

(5): 1 yang berbunyi: 

 ٰٗ َْعَبوِ إلََِّ يَب يتُْهَ ةُ الَْْ ًَ ي ِٓ فُٕا ببِنْعُقُٕدِ ۚ أدُِهَّتْ نكَُىْ بَ ْٔ ٍَ آيَُُٕا أَ يبَ أيَُّٓبَ انَّذِي

َْتىُْ دُزُوٌ ۗ أَ َٔ يْدِ  َ يذَْكُىُ يَب يزُِيدُ  عَهيَْكُىْ غَيْزَ يُذِهِّي انصَّ ٌَّ اللََّّ  إِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya.” 

 

Akan tetapi, mayoritas (jumhur) ulama mengatakan bahwa akad 

al-Ijarah itu bersifat mengikat/lazim, kecuali ada cacat atau barang itu 

tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat 

                                                             
27

 Ibid., h. 158. 
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dalam kasus apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, 

maka akad al-Ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. 

Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa bahwa manfaat itu 

boleh diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh sebab itu, 

kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-

Ijarah.
28

 

6. Perihal resiko 

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, risiko mengenai barang 

yang dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik 

barang (yang  menyewakan). Sebab peyewa hanya menguasai untuk 

mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Dengan kata lain, 

pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang/benda, 

sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada yang 

menyewakan. 

Jadi, apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi 

objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemilik 

sepenuhnya. Penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk 

memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan 

dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewanya kurang 

pemeliharaan (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang seperti 

itu).
29

 

7. Mengulang sewakan  
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Pada dasarnya seorang penyewa dapat menyewakan kembali 

sesuatu barang yang dsiewanya kepada pihak ketiga (pihak lain).Pihak 

penyewa dapat mengulangsewakan kembali, dengan ketentuan bahwa 

penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan 

penggunaan yang disewa pertama sehingga tidak menimbulkan 

kerusakan terhadap barang yang disewakan. 

Seandainya penggunaan barang tidak sesuai dengan yang 

diperjanjikan dengan pemilik barang, maka perbuatan 

mengulangsewakan tidak diperbolehkan karena sudah melanggar 

perjanjian, dan pemilik dapat meminta pembatalan atas perjanjian yang 

telah diadakan.
30

 

 

8. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa 

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-

menyewa adalah disebabkan hal-hal: 

1. Terjadinya Aib pada Barang Sewaan 

Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-

menyewa ada kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa. 

Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya, 

penggunaan barang tdiak sesuai dengan peruntukkan. Dalam hal 

seperti itu, penyewa dapat minta pembatalan.
31

 

2. Rusaknya Barang yang Disewakan 
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Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa-

menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat 

dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjian. Misalnya, yang 

menjadi objek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah 

yang diperjanjian terbakar. 

3. Rusaknya Barang yang Diupahkan (Ma‟jur a‟laih) 

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan 

sewa-menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau 

musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka 

akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya A, 

mengupahkan (perjanjian sewa-menyewa karya) kepada B untuk 

menjahit bakal celana. Kemudian bakal celana itu mengalami 

kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa itu berakhir dengan 

sendirinya.
32

 

4. Terpenuhinya Manfaat yang Diakadkan 

Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-

menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah 

berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati.  

5. Adanya Uzur 

Adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah adanya 

suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana 

sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko 

untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, 
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atau dicuri orang bangkrut sebelum toko itu dipergunakan. 

Akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa 

toko yang telah diadakan sebelumnya. 

9. Pengembalian Objek Sewa-Menyewa 

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah 

berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang 

yang disewanya kepada pemilik semula (yang menyewakan).
33

 

Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa adalah: 

1. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang 

bergerak maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada 

yang menyewakan/pemilik dengan menyerahkan langsung 

bendanya. Misalnya sewa  menyewa kendaraan. 

2. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang 

tidak bergerak maka penyewa wajib mengembalikannya kepada 

pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong. Maksudnya, 

dalam perjanjian sewa-menyewa rumah. 

3. Apabila yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah 

barang yang berwujud tanah maka menyewa wajib menyerahkan 

tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa 

di atasnya.
34

 

10. Pembayaran Upah dan Sewa 
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Jika Ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 

upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan 

lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai 

pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.  

11. Macam-Macam Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) 

 Ada dua macam Ijarah, yaitu sewa pakai dan sewa beli. Kedua 

bentuk sewa-menyewa ini mempunyai karakteristik sendiri sehingga 

mempunyai manfaat tersendiri bagi mereka yang menjalankannya.
35

 

1. Sewa Pakai 

Sewa pakai merupakan bentuk sewa yang terjadi karena 

kesepakatan dua pihak dalam satu akad perjanjian tentang suatu 

objek, yaitu pemilik dan penyewa. Objek sewa pakai akan diambil 

manfaatnya atau dimanfaatkan oleh penyewa dengan ketentuan 

yang disepakati, termasuk harga sewa, waktu sewa, dan risiko 

apabila sesuatu terjadi, seperti kebakaran, rusak, hilang, dan 

sebagainya terhadap objek tersebut. Lalu, muncul persoalan bahwa 

siapa yang bertanggung jwab jika terjadi kerusakan? Kondisi ini 

biasa tterjadi bagi orang yang melakukan sewa pakai, seperti rental 

mobil, sewa rumah, dan sebagainya.  

Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat ulama fiqih. 

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jika kerusakan itu 

mengikat pada barang yang disewa, penyewa lah yang bertanggung 

                                                             
35

Siah Khosyi‟ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 20140, cet. 

Ke-1), h. 145. 



 

 

 

26 

menjwab. Akan tetapi, Abu Hanifah, ulama Syafi‟iyah dan 

Hanabilah berpendapat bahwa kerusakan yang tidak disengaja 

bukan tanggung jawab penyewa, seperti hancur akibat banjir, 

tertabrak kendaraan, kejatuhan pesawat dan lainnya.
36

 

Hal lain yang harus diperhatikan dalam sewa pakai adalah 

tangung jawab penyewa hanya sebatas objek tersebut di bawah 

kekuasaannya. Oleh karena itu, waktu yang disepakati harus 

ditentukan pada saat akad. Jika penyewa melebihi waktu yang telah 

disepakati, misalnya seorang menyewa mobil per hari dengan harga 

Rp75.000,- dengan waktu sewa dua hari maka penyewa wajib 

membayar Rp150.000,- Jika lewat dari perjanjian, misalnya 5 hari, 

penyewa harus membayar sewa sesuai dengan harga yang 

disepakati per hai untuk membayar sewa kelebihannya, yaitu 

sebesar Rp375.000,- maka seluruh ongkos sewa yang dibayar 

penyewa adalah Rp525.000,-.
37

 

2. Sewa Beli 

Sewa beli berbeda dengan sewa pakai. Pada sewa beli, hak 

kepemilikan barang beralih kepada penyewa beli jika harga barang 

tersebut telah dibayar lunas. Pada perjanjian sewa beli ini terdapat 

upaya memberikan jaminan pada kreditur karena sewa beli ini 
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memungkinkan penyewa beli membayar sewa sebagian demi 

sebagian sehingga hak barang tersebut masih tertahan pada penjual.
38

 

Dalam fiqih muamalah, sewa beli disebut dengan al-Ijarah 

mutanahiya bi al-tamlik, yaitu jual beli yang objek kepemilikannya 

ditangguhkan sampai pembayarannya lunas, misalnya orang ia tidak 

berhak memiliki rumah tersebut. Kondisi ini tidak digolongkan pada 

jual beli karena kepemilikan masih dimiliki penjual, sementara 

pembeli dianggap seperti penyewa.  

Syafi‟i Antonio (2001: 118) memberikan defenisi al-Ijarah 

mutanahiyabi al-tamlik sebagai perpaduan antara jual beli dan sewa 

atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dan kepemilikan barang 

di tangan penyewa. Kondisi inilah yang memberikan perbedaan 

dengan sewa pakai.
39

 

B. Konsep Akad 

1. Pengertian Akad 

Kata akad berasal bahasa Arab al-„aqd yang berarti perikatan, 

perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan 

tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang 

berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan 

hubungan kesepakatan (انزّبط) dan kesepakatan ( ْاانِتِفَبق) Lafal akad 

berasal dari lafal Arab al-„aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan 
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permufakatan al-ittifaq. Secara terminologi fiqih, akad didefenisikan 

dengan:  

Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan : Pertalian ijab 

(pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan 

ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek 

perikatan. Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang 

dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah: “Perikatan ijab kabul yang 

dibenarkan syara‟ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. 

Adapula yang mendefinisikan, akad ialah: “Ikatan, pengokohan dan 

penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.”. 
40

 

Istilah “Perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam 

hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al „aqd, yang berarti 

mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Sebagai suatu 

istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad 

(perjanjian):  

a. Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan 

“Pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul 

dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”  

b. Menurut Penulis, akad adalah “Pertemuan ijab dan Kabul sebagai 

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu 

akibat hukum pada objeknya.” 
41
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Akad adalah suatu perikatan antara ijab (Pernyataan pihak 

pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan) dan kabul 

(Pernyataan pihak kedua untuk menerimanya) dengan cara yang 

dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada 

objeknya. Misalnya dalam akad jual beli.
42

   

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat 

hukum, yaitu: 

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-

pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.  

2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan 

akad.  

3. Tujuan akad harus dibenarkan. 

2. Asal Usul Akad 

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan 

segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh 

Allah Swt dan Rasul-Nya. Begitu pun dalam mentasarrufkan 

(menjalankan) kegiatan muamalah hendaknya berdasarkan tata cara 

yang baik dan diridhai oleh Allah Swt. Tasharruf dibagi atas dua 

bagian, yaitu:  

a. Tasharruf fi‟il ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga 

dan badannya, selain lidah. Misalnya memanfaatkan tanah yang 
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tandus, menerima barang dalam jual beli, merusak benda orang 

lain.  

b. Tasharruf qauli ialah tasharruf yang keluar dari lidah manusia. 

Tasharruf qauli terbagi dua, yaitu:  

a. Tasharruf qauli aqdi ialah: “Sesuatu yang dibentuk dari dua 

ucapan kedua belah pihak yang bertalian.” Contohnya adalah 

jual beli, sewa menyewa dan perkongsian. 

b. Tasharruf qauli bukan aqdi ada dua macam, yaitu sebagai 

berikut.  

1) Merupakan pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut 

suatu hak, seperti wakaf, talak, dan memerdekakan.  

2) Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan 

tuntunan-tuntunan hak. Misalnya gugatan, iqrar, sumpah 

untuk menolak gugatan. Jenis yang kedua ini tak ada aqad 

tetapi semata perkataan. 
43

 

3. Rukun Akad 

Rukun Akad sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan 

suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih 

berdasarkan keridhan masing-masing, maka bagi kedua belah pihak 

hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Untuk sahnya 

suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi 

dari akad. Rukun akad tersebut adalah:  
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1. Aqid (Orang yang menyelenggarakan akad)  

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau 

orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam 

hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. aqid ialah orang 

yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu 

orang, terkadang terdiri atas beberapa orang. 
44

 

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus 

dipenuhi oleh aqid antara lain :  

a. Ahliyah, maksudnya yaitu keduanya memiliki kecakapan dan 

kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan 

memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. 

Berakal di sini adalah tidak gila sehingga mampu memahami 

ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz di sini 

artinya mampu membedakan antara baik dan buruk; antara 

yang berbahaya dan tidak berbahaya; dan antara merugikan dan 

menguntungkan.  

b. Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang 

yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi 

atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang 

merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek 

transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk 

mentransaksikannya dan yang terpenting orang yang 
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melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu 

mengekspresikan pilihannya secara bebas.
45

  

2. Ma'qud Alaih (Objek transaksi) 

Ma'qud Alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai 

berikut:  

a. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang 

dilakukan;  

b. Objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang 

diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh 

oleh pemiliknya;  

c. Objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad 

atau dimungkinkan di kemudian hari;  

d. Adanya kejelasan tentang objek transaksi;  

e. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan 

barang najis.
46

 

4. Shighat  

Shighat merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau 

kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi 

ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu 

yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, 

baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan qobul adalah 
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orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang 

menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama.  

Menurut ulama selain Hanafiyah, ijab adalah pernyataan yang 

keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang 

pertama atau kedua, sedangkan kabul adalah pernyataan dari orang 

yang menerima. 
47

 

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi 

yaitu sebagai berikut: 

a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak;  

b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul;  

c. Adanyapertemuan antara ijab dan qobul (berurutan dan 

menyambung);  

d. Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua 

belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari 

keduanya.  

Ijab kabul akan dinyatakan batal apabila:  

a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul dari 

pembeli; 

b. Adanya penolakan ijab dari si pembeli;  

c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan 

namun keduanya telah pisah dari majelis akad ijab dan kabul 

dianggap batal;  
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d. Kedua pihak atau salah satu hilang ahliyah-nya sebelum terjadi 

kesepakatan;  

e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau 

kesepakatan. 

5. Syarat Akad  

Di samping rukun, syarat juga harus terpenuhi agar akad itu 

sah. Adapun syarat-syarat itu adalah:  

a. Syarat Terjadinya Akad Syarat terjadinya akad adalah segala 

sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. 

Syarat ini terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus. 

Syarat akad yang bersifat umum adalah syarat–syarat akad yang 

wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.  

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap akad adalah:  

1. Pelaku akad cakap bertindak (ahli);  

2. yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya;  

3. Akad itu diperbolehkan syara' untuk dilakukan oleh orang yang 

berhak melakukannya walaupun bukan „aqid yang memiliki 

barang;  

4. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila rahn 

dianggap imbangan amanah;  

5. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Oleh 

karenanya akad menjadi batal bila ijab dicabut kembali 

sebelum adanya kabul;  
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6. Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila orang yang 

berijab berpisah sebelum adanya qabul, maka akad menjadi 

batal. Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah syarat-

syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.
48

 

Syarat ini juga sering disebut syarat idhafi (tambahan yang 

harus ada di samping syaratsyarat yang umum, seperti syarat 

adanya saksi dalam pernikahan. 
49

  

b. Syarat Pelaksanaan Akad 

 Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan 

dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh 

seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang 

dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah 

kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketentuan 

syara'.  

c. Syarat Kepastian Akad (luzum)  

Dasar dalam akad adalah kepastian. Contohnya dalam hal jual beli, 

seperti khiyar syarat, khiyaraib, dan lain-lain. Jika luzum nampak 

maka akad batal atau dikembalikan. 
50

 

6. Hikmah Akad  

Diadakannya akad dalam muamalah antarsesama manusia tentu 

mempunyai hikmah, diantara nya:   
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a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam 

bertransaksi atau memiliki sesuatu. 

b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan 

perjanjian, karena telah diatur secara syar‟i.  

c. Akad merupakan “paying hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, 

sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.
51

  

7. Prinsip-Prinsip Akad  

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang 

berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:  

a. Prinsip kebebasan berkontrak  

b.  Prinsip perjanjian itu mengikat  

c. Prinsip kesepakatan bersama  

d. Prinsip ibadah  

e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.  

f. Prinsip kejujuran (amanah). 

C. Papan Bunga 

1. Pengertian Papan Bunga 

Papan bunga adalah pajangan khas Indonesia untuk memberikan 

ucapan selamat untuk perkawinan, kelahiran dan perayaan lainnya serta 

dukacita untuk pemakaman. Pesan-pesan yang disertakan ditulis dengan 

huruf-huruf yang terbuat dari beberapa bunga plastik. Panel-panel yang 
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dirancang penuh warna ditempatkan di depan rumah kediaman yang 

merayakan, tetapi sering kali juga dipajang secara berkelompok di 

jalanan padat.
52

 

2. Jenis-Jenis Papan Bunga 

a. Peresmian Kantor atau Bisnis Baru 

Papan bunga dapat menjadi salah satu bentuk ucapan 

peresmian kantor atau bisnis yang baru saja opening. Secara fisik, 

dibuat menggunakan kombinasi bunga yang warna-

warni  termasuk warna terang sekaligus supaya terlihat meriah. 

Namun, yang paling tepat mengkombinasikan dengan warna putih 

karena menyiratkan rasa syukur. 

b. Ucapan Graduation (Wisuda) 

Momen yang tak kalah penting untuk mengirimkan papan 

bunga adalah saat graduation berlangsung. Pilih jenis bunga tulip, 

anggrek putih, mawar merah atau lily. Supaya dapat menghidupkan 

suasana gembira dan rasa syukur yang mendalam. 

c. Ucapan Selamat Ulang Tahun 

Kurang sempurna rasanya jika perayaan ulang tahun tidak 

menghadirkan papan bunga di tengah-tengah kebahagiaan 

seseorang atau instansi terkait. Pilih mawar dan tulip saja, sebab 

keduanya merupakan simbol persahabatan sekaligus kebaikan. 
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d. Ucapan Khitanan 

Papan bunga juga dapat ditujukan kepada kerabat yang 

anaknya melakukan khitanan. Jenis papan bunga yang dapat kamu 

pilih adalah warna cerah dan mencolok seperti mawar dan tulip 

yang melambangkan perasaan cinta, persahabatan sekaligus rasa 

syukur atas nikmat kebahagiaan yang diberikan.
53

 

 

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tidak mengangkat tema yang baru, tetapi penulis 

menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya. Pada paparan berikut penulis akan menguraikan posisi penelitian 

sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta kaitannya dengan skripsi 

ini. Berikut ini penulis akan menjelaskan posisi penelitian ini termasuk dalam 

hal otentitas dan orisnalitasnya. 

Yang pertama yang dilakukan oleh Rendi Aditia dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem 

Pembayaran Panen” tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui praktek sewa menyewa tanah di desa Gunung Sugih Kecamatan 

Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Penelitian  ini termasuk penelitian 

lapangan (field research). 

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam pelaksanaanya akad 

dilakukan secara lisan tidak ada kesepakatan secara tertulis kedua belah pihak 
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mendasarkan pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain dan 

mereka mengadakan transaksi sewa menyewa tanah dengan sistem 

pembayaran panen jadi merugikan pihak penyewa dikarenakan sistem 

pembayaran tersebut tidak ada kejelasan, bila terjadi bencana atau kerugian 

maka hal ini menjadi tanggung jawab yang kedua belah pihak.  

Pelaksanaan sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah. 

Aspek manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa yaitu tanamannya, 

sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman 

tersebut panen atau tidak panen. Sewa tanah di Pekon Gunung Sugih 

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tampaknya mengandung 

unsur ketidak pastian, dan gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya 

karena dapat merugikan salah satu pihak.
54

 

Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arfan Fadli “Tinjauan 

Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya dengan Sistem 

Tahunan” Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa praktek sewa menyewa pohon pepaya dengan 

sistem tahunan yang terjadi di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, 

Tanggamus, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang sewa-menyewa 

pohon pepaya dengan sistem tahunan yang terjadi di Pekon Sidomulyo 

Kecamatan Airnaningan, Tanggamus. Adapun yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah untuk menelaah praktek sewa-menyewa pohon pepaya dengan 
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sistem tahunan di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus dan 

untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa 

pohon pepaya dengan sistem tahunan di Pekon Sidomulyo Kecamatan 

Airnaningan, Tanggamus. 

Berdasarkan hasil penelitian, praktek sewa-menyewa pohon pepaya di 

Pekon sidomulyo Kec. Airananingan, Tanggamus berkembang sangat baik 

dan berlangsung sudah bertahun-tahun dan dapat dikemukakan bahwa praktek 

sewa-menyewa pohon pepaya dengan sistem tahunan di Pekon Sidomulyo 

Kecamatan Airnaningan, Tanggamus tidak sesuai dengan Hukum Islam 

karena tidak memenuhi beberapa syarat-syarat sewa-menyewa pada 

umumnya. Oleh karena itu praktek sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon 

Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus bersifat Gharar yang dilarang 

dalam Islam.
55

 

Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Linda Ulfi Dwiastuti 

dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Sewa Menyewa 

Lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square” Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah jika dilihat dari pemanfaatan objek sewaan pada saat akad 

dengan pelaksanaannya itu berbeda dengan demikian adanya indikasi 

melakukan pelangaran perjanjian sewa menyewa lapak. Karena tidak 

memanfaatkan objek sewa sebagaimana yang di perjanjikan. Hal ini akan 

berdampak pada pedagang disekitarnya karena dapat memicu timbulnya 
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konflik antar pedagang dan mengakibatkan penataan lapak yang kurang 

teratur.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan 

(field research) yang dilaksanakan di Taman Wisata Madiun Umbul Square. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara akad perjanjian sewa 

menyewa lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square sudah terpenuhi 

rukun dan syaratnya akan tetapi dalam segi pemanfaatan objek sewaan tidak 

sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Analisis hukum Islam terhadap penyelesaian kasus wanprestasi 

perjanjian sewa menyewa lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square 

kedua belah pihak sudah saling sepakat untuk menyelesaikan dengan cara 

musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan cara perdamaian seperti 

yang disyariatkan berdasarkan Al-Qur‟an, Sunnah, Ijma.
56

 

Dari penelahan terhadap karya-karya di atas, terlihat bahwa para 

penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan 

dengan penelitian. Namun, sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang 

meneliti tentang sewa menyewa papan bunga di toko papan bunga A.H.A 

Florist Kecamatan Tualang ditinjau dari fiqih muamalah karena itulah 

dilakukan penelitian ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya yakni 

menyangkut data yang ada di lapangan.
57

 Penelitian kualitatif yaitu suatu 

metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang 

apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu 

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam 

riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian kualitatif menekankan pada 

karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau 

fakta.
58

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Toko Papan Bunga A.H.A Florist di 

Perawang Barat Kecamatan Tualang. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung 

dalam penelitian.
59

 Adapun subjek dari penelitian ini adalah penyewa 

papan bunga dan yang menyewakan papan bunga di Toko Papan Bunga 

A.H.A Forist Perawang Barat Kecamatan Tualang. 

2. Objek Penelitian 

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. 

Adapun objek dari penelitian ini adalah sistem sewa menyewa papan 

bunga dalam tinjauan Fiqih Muamalah di Toko Papa Bunga Perawang 

Barat Kecamatan Tualang. 

 

D. Informan Penelitian 

 Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu 

persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperolehin forman 

yang jelas, akurat, dan tepercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau 

data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau 

permasalahan tersebut.
60

 

 Dalam penelitian ini, peneliti lebih berinteraksi langsung dengan 

pemilik papan bunga dan penyewa papan bunga terkait mengenai data yang 

akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh 
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penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 

6 orang yang terdiri dari 1 pemilik papan bunga, dan 5 penyewa papan bunga. 

 

E. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langung dari subjek penelitian  

melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. 

Dalam hal data primer peneliti melalui Teknik wawancara kepada pemilik 

papan bunga dan obsevasi terhadap penyewa papan bunga. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang 

untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan 

mengenai sumber data primer.
61

 Data sekunder yang penulis peroleh 

adalah dari buku-buku dan internet yang dapat membantu melengkapi data 

penelitian ini. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang akurat, relevan dan 

dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Observasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
62
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Peneliti melakukan pengamatan terhadap Pemilik Papan Bunga yang 

melakukan sewa menyewa papan bunga di Toko Papan Bunga A.H.A 

Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang. 

b. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden, dan 

jawaban responden dicatat atau di rekam.
63

 Peneliti melalukan wawancara 

kepada Pemilik Papan Bunga yang melakukan sewa menyewa papan 

bunga di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan 

Tualang. 

c. Dokumentasi yaitu materi tertulis/video/audio yang menjabarkan cara 

beroperasinya sebuah sistem. Dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu 

dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi seperti 

buku harian yang dibuat oleh subjek, surat pribadi yang dibuat dan 

diterima oleh subjek yang diteliti, atau riwayat hidup. Sedangkan 

dokumentasi resmi seperti Surat Keputusan (SK) dan surat-surat resmi 

lainnya.
64

 Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini 

berasal dari dokumen yang ada di Toko Papan Bunga A.H.A Florist 

Perawang Barat Kecamatan Tualang. 

d. Angket pemberian pertanyaan kepada penyewa. 

  

                                                             
63

 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2004), cet. ke-6, h.67. 
64

 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: 

Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil 

Wawancara Serta Model Penyajian Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68. 



 

 

 

47 

G. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian 

yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian.
65

 Metode 

analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang 

berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk 

memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang 

sudah ada. 

 

H. Metode Penulisan 

Teknik penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, yaitu 

menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum 

kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian 

ini dapat dipahami dengan mudah. 

Lalu metode penulisan yang digunakan peneliti adalah deskriptif, yaitu 

catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar 

terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Akad yang digunakan dalam praktik sewa-menyewa papan bunga di toko 

papan bunga A.H.A Florist tidak sesuai dengan fiqih muamalah, karena 

belum terpenuhinya syarat sahnya akad ijarah, yaitu objek akad (manfaat). 

Yang disebabkan penyewa mengganti rugi papan bunga yang rusak yang 

menimbulkan kerugian dan pada akhirnya menimbulkan perselisihan. 

2. Kelalaian/kecerobohan salah satu pihak yang dikhususkan untuk penyewa, 

maka penyewa tidak di pertanggungjawabkan (mengganti) barang sewaan 

tersebut dan juga sudah diatur didalam Pasal 269 Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syari‟ah.   

 

B. Saran 

1. Kepada penyewa alangkah lebih baiknya mengetahui bagaimana sistem 

sewa-menyewa di toko bunga tesebut, supaya tidak terjadi kesalah 

pahaman agar tidak menyalahi aturan dalam Islam.  

2. Bagi penyewa seharusnya lebih berhati-hati terhadap menyewakan papan 

bunga nya, mulai dari memilih papan yang berkualitas, hingga bahan bunga 

yang berkualitas sehingga tidak menimbulkan wanprestasi kepada kita 

apabila ingin menggunakan papan bunga tersebut. 
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